
 
 
 
 
 

BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

NOMOR 11 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEMALANG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menjelaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah 
dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, 
dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik 
Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara dan Pihak Ketiga, menyebutkan bahwa Rincian 
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan 
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan sebesar 
Rp.329.220.000.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan 
milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dari modal 
dasar sebesar Rp.1.226.000.000.000,00 (satu trilyun dua 
ratus dua puluh enam milyar rupiah); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada 
Pihak Ketiga; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5533); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan (PD BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Propinsi JawaTengah Tahun 2002 Nomor 121); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 39); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2010 Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor_9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2009 Nomor 2); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 
 

dan 
 

BUPATI PEMALANG 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 
TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 
DAERAH PADA PIHAK KETIGA. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan BAB VA Pasal 14A ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor  9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

BAB VA 
PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA 

 
Pasal 14A 

 
(1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut : 

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mulia ditetapkan sebesar 
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); 

b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) ditetapkan sebesar 
Rp25.000.000.000,00 ( dua puluh lima milyar rupiah); 

c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang 
ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 

d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
Taman (PD BPR BKK Taman) ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 
(lima belas milyar rupiah); 
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e.  Badan Kredit Kecamatan Pemalang (PD BKK Pemalang) ditetapkan 
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); 

f. PT. Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu 
triliun lima ratus milyar rupiah). 

(2) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Badan Kredit Kecamatan Taman dan Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 
huruf e, dengan perbandingan sebagai berikut : 
a. Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); 
b. Kabupaten Pemalang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). 

(3) Kepemilikan Modal Dasar PT. Bank Jateng oleh Pemerintah Kabupaten 
Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 

(4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

(5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang. 
 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 22 Mei 2015 
 

BUPATI PEMALANG, 
 

 Cap 
ttd 

 

 
JUNAEDI 

 
Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 29 Mei 2015     
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

 
 Cap 

ttd 
 

BUDHI RAHARDJO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 11 
 
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (11/2015) 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR 11 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA 
 

I.  UMUM 
 
   Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis 

dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian daerah, diperlukan adanya upaya-upaya untuk mendapatkan 
sumber pendapatan daerah. 

   Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  Meliputi: 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan; dan  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

b. Pendapatan Transfer; dan  
c. Lain-lain pendapatan yang sah  

   Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa 
penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. 

   Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau 
melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dimaksud 
dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 

   Bahwa kepemilikan modal dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan Pemalang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) dengan kewajiban setor modal Pemerintah Kabupaten Pemalang 
sebesar 49% atau sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar Sembilan 
ratus juta rupiah) telah terpenuhi, sehingga apabila Pemerintah Kabupaten 
Pemalang akan memberikan tambahan modal disetor harus merubah Modal 
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Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pemalang. Berdasarkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa 
Tengah, maka Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan 
Pemalang bertambah menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh 
milyar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga sebagimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah perlu disesuaikan. 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Pasal 14 A 

Cukup jelas 
Pasal II 

Cukup jelas 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 
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